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Kata Pengantar 
TITI ANGGRAINI   |   Direktur Eksekutif Perludem

Karena Demokrasi 
Memerlukan Kesabaran

I
nternational Institute for Democracy and Electoral Assistance 

(International	IDEA,	2012)	menyebutkan	bahwa	kerangka	hukum	
pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna 

ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti 

semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan 

pemilu yang demokratis. Mestinya kriteria tersebutlah yang menjadi 

panduan bagi pembuat undang-undang di Indonesia dalam membuat 

aturan yang akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu di 

Indonesia.

Namun, tampaknya standar internasional soal penyusunan 

kerangka hukum pemilu tersebut masih jauh dari taraf ideal dalam 

pelaksanaannya di Indonesia. Hal itu setidaknya terlihat dari 

seringnya	undang-undang	pemilu	diganti	(berganti	pemilu,	berganti	
juga	undang-undangnya),	inkonsistensi	pengaturan	antarsatu	undang-
undang pemilu dengan undang-undang pemilu yang lain, sulitnya 

untuk melakukan penegakkan hukum yang menyangkut ketaatan 

peserta pemilu atas ketentuan peraturan perundang-undangan, 

maupun penindakan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

peserta pemilu.

Kesimpulan tersebut semakin kuat setelah membaca perjalanan 

tulisan-tulisan penulis, Saudara Harun Husein, di rubrik Teraju Harian 
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Umum	Republika,	yang	merupakan	hasil	amatan	penulis	sejak	awal	
tahun	2011	hingga	triwulan	ketiga	2013.	Tulisan	yang	dibuat	penulis	
saat mengikuti pembahasan RUU Partai Politik, RUU Penyelenggara 

Pemilu, RUU Pemilu Legislatif, perjalanan tahapan Pemilu 2014, dan 

sejumlah momentum lainnya. 

Kita bisa melihat bagaimana kuatnya tarik-menarik kepentingan 

partisan partai politik dalam pembahasan peraturan yang sangat 

berkaitan betul dengan kepentingan diri mereka. Kalau sudah 

menyangkut hajat hidup mereka, maka perjuangannya akan habis-

habisan,	meski	 tawar-menawar	dan	negosiasi	 juga	 tetap	 terjadi.	Tak	
heran,	jika	untuk	mengesahkan	RUU	Pemilu	ini	pun	(yang	kemudian	
menjadi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD),	 Rapat	 Paripurna	 DPR	 harus	 dilakukan	 selama	 2	 (dua)	 hari,	
agar bisa ketok palu. Hal yang notabene merupakan kejadian pertama 

dalam proses legislasi di DPR.

Tapi, bagaimanapun juga, demokrasi memerlukan kesabaran. 

Apa yang kita lalui saat ini tidak lantas harus membuat kita mundur 

dari sistem demokrasi yang sudah kita pilih dengan pemilu sebagai 

instrumen yang dipakai untuk memilih pejabat publik dari jalur 

politik di legislatif dan eksekutif. Hanya saja, proses demokratisasi dan 

konsolidasinya di Indonesia bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik, 

sebab sudah banyak contoh dan benchmark dari dunia internasional 

yang bisa digunakan. Tanpa harus serta-merta terpaku pada hal itu 

semata-mata, karena tak ada sistem pemilu yang paling ideal bagi 

suatu negara, melainkan negara itu sendiri yang harus mencari yang 

cocok untuk diterapkan di negaranya.

Tulisan yang dikompilasi penulis dalam buku Pemilu Indonesia: 

Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding ini merupakan gambaran 

dari sebuah ikhtiar pembuat undang-undang untuk mencari sistem 

pemilu yang cocok bagi Indonesia. Meski dalam perjalanannya banyak 

dibumbui oleh kepentingan dan tarik-menarik kepentingan partisan 

aktor dan partai politik. Dan, kita bisa menangkap  keseluruhan 

proses itu secara utuh melalui kumpulan tulisan penulis dalam buku 

ini.

Buku ini menjadi dokumentasi penting dalam perjalanan 

kepemiluan Indonesia. Akan banyak studi-studi yang akan merujuk 

pada buku ini untuk melihat rekaman proses penyusunan undang-
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undang pemilu oleh pembuat kebijakan. Selain karena memang 

tak banyak tulisan maupun buku yang mampu merekam proses 

penyusunan peraturan pemilu dan segala debat yang menyertainya 

sekomprehensif apa yang tertuang dalam buku ini.

Akhir kata, selamat kepada penulis, karena sudah mampu 

melahirkan karya yang akan banyak bermanfaat bagi penataan 

lembaga penyelenggara maupun sistem pemilu Indonesia. Saya 

meyakini buku ini akan sangat bermanfaat bagi dunia kepemiluan di 

Indonesia,	untuk	mewujudkan	Indonesia	yang	lebih	baik,	demokratis,	
dan berintegritas. Lembaga kami, Perludem, sangat bangga bisa ambil 

bagian untuk menerbitkan buku ini. ■
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Kata Pengantar

Indonesia, Bangsa
yang Sedang di Titik Buntu

S
aat ini, kehidupan politik Indonesia sedang memasuki fase 

buntu.	 Ada	 Dewan	 Perwakilan	 Daerah	 (DPD)	 yang	 tak	
memiliki fungsi dan menghamburkan dana sangat besar tapi 

kita tak bisa berbuat apapun. Apakah akan dibubarkan atau kita beri 

peran dengan melaksanakan sistem bikameral secara benar. Nyatanya 

kita	membiarkannya	dalam	situasi	status	quo	seolah	tak	ada	masalah.	
Kita menolak politik nepotisme dengan menumbangkan Orde Baru 

namun kini politik dinasti justru makin menghebat. Otonomi daerah, 

khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam, yang dinilai 

kebablasan tapi tak satu pihak pun berani menyentuhnya untuk 

dicarikan solusinya. Kita menyadari penyelenggaraan pilkada yang 

tak efisien namun tak ada yang berani mengambil keputusan untuk 

segera menyederhanakannya.

Demikian pula dalam hal penyelenggaraan pemilu. Setiap 

lima tahun sekali kita dihadapkan pada persoalan yang sama. Ada 

masalah daftar pemilih tetap dan pemilih siluman yang terus terjadi, 

penyederhanaan partai yang tak kunjung dilakukan, dan ada jual-beli 

maupun pencurian suara. Kita bahkan bisa masuk lebih dalam lagi, 

yaitu kualitas anggota DPR dan perilaku anggota DPR yang sangat 

memprihatinkan. Kita menyadari semua problema itu. Kita juga 

menyadari bagaimana solusinya. Namun kita membiarkannya berlalu 

begitu saja. Que sera sera, yang terjadi terjadilah.

NAsIhIN MAshA   |   Pemimpin Redaksi Republika
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Pada satu sisi ada pihak-pihak yang merasa nyaman dengan 

situasi ini. Di sisi lain, tak cukup ada energi untuk memecahkannya. 

Akhirnya, juga tak ada lokomotif yang berani memimpin dan 

menanggung	 risiko.	 Ini	 bukan	 berarti	 tak	 ada	 orang	 baik.	 Juga	
bukan berarti tak ada orang yang memiliki kualitas kepemimpinan 

yang mumpuni. Namun semua begitu egois, mereka hanya berjuang 

dan berputar di lingkungannya masing. Memang, dalam setiap 

kebuntuan dibutuhkan seorang pendobrak. Seperti gerakan reformasi 

melahirkan seorang Amien Rais. Saat ini kita tak menemukan ada 

figur	yang	berani	mengambil	risiko	tersebut.	Semua	cari	aman.	Jadilah	
kebuntuan itu sebuah keniscayaan.

Pada titik lain, kebuntuan ini juga akibat terlalu kuatnya 

parlemen dan partai politik. Karena semua perubahan untuk 

memecah kebuntuan itu harus dilalui dengan perubahan peraturan 

perundangan, bahkan konstitusi. Tanpa ada dukungan parlemen dan 

partai politik maka semua harapan itu menjadi sia-sia. Semua hanya 

akan	berhenti	di	atas	kertas.	Walau	demikian,	jika	kita	bicara	dengan	
para politisi di parlemen maupun tokoh-tokoh partai kita juga akan 

mendapati tak homogennya pendapat. Sebagian mereka menyadari 

dan sependapat tentang keharusan adanya perbaikan dan kebutuhan 

untuk memecah kebuntuan. Hal ini menunjukkan adanya potensi 

untuk melakukan perubahan. Yang dibutuhkan adalah adanya 

tekanan publik agar mereka percaya diri dan yakin untuk melakukan 

tindakan. Hal ini kemudian melahirkan pertanyaan berikutnya. 

Apakah	publik	luas	cukup	menyadari	hal	itu?
Harus diakui, isu-isu kebuntuan yang dikemukakan di atas 

merupakan isu elitis. Hanya elite dan sebagian kelas menengah yang 

menyadari bahaya-bahaya tersebut. Isu-isu itu hanya bisa meraih 

dukungan publik akar rumput manakala bisa ditransformasi ke 

dalam isu perut dan hal-hal konkret lainnya. Atau manakala ada 

para pemodal yang memiliki cukup keberanian dan idealisme untuk 

menaburkan kesadaran publik dan untuk menggerakkan massa. 

Selain itu, hal itu juga membutuhkan adanya orang-orang yang mau 

bekerja merajut simpul-simpul kekuatan di masyarakat kita. Orang 

yang	mau	merajut	jalinan	di	atas,	tengah,	dan	bawah	untuk	bersimfoni	
pada lagu yang sama.

Namun ada yang harus kita sadari bersama, karena ada substansi 
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dari segala kebuntuan yang kita hadapi selama ini. Sejak pemilu 1955 

hingga saat ini, masyarakat Indonesia tersebar ke dalam beberapa 

simpul. Distribusi kekuatannya relatif menyebar. Tak ada kekuatan 

dominan. Hal ini terjadi secara sosial maupun secara politik. Sejak 

pemilu pertama itu, tak ada partai politik yang bisa meraih suara 

mayoritas mutlak. Yang ada hanyalah mayoritas minor. Yang tertinggi 

pernah diraih PDIP pada pemilu 1999 yang meraih sekitar 30 persen 

suara. Suara itu tak mencukupi sehingga tak bisa berbuat banyak. 

Secara sosial juga memperlihatkan betapa cairnya masyarakat kita. 

Selain	 itu,	 walau	 mayoritas	 berpenduduk	 muslim,	 tapi	 tak	 pernah	
partai	berbasis	muslim	menang.	Gabungan	dua	ormas	Islam	terbesar	
pun	 hanya	 mampu	 mengklaim	 ‘keanggotaan’	 yang	 kurang	 dari	
separo penduduk Indonesia. Selebihnya adalah massa cair dan massa 

dari kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi.

Tak hanya itu. Kecenderungan politik oligarkis juga membuat 

semuanya	 ‘mudah	 dikontrol’.	 Politik	 yang	 dikendalikan	 segelintir	
orang itu membuat kehidupan politik Indonesia tidak dinamis dan 

hanya mendukung kemapanan. Segelintir orang itu terdiri atas 

keluarga-keluarga politik tertentu, tokoh-tokoh politik tertentu, dan 

pengusaha-pengusaha maupun sindikasi pengusaha tertentu. Hal 

ini sangat terkait dengan penguasaan dan distribusi kue ekonomi 

Indonesia yang hanya dikuasai segelintir orang. Mereka akan sangat 

hati-hati dalam merespons isu perubahan. Mereka tentu tak ingin isu 

itu kemudian justru berbalik memukul mereka. Mereka, terutama 

pengusaha, lebih menginginkan stabilitas politik dan keamanan serta 

suasana berusaha yang fair dan nyaman. Karena itu isu perubahan, 

pertama-tama,	harus	bisa	menjamin	‘keamanan’	posisi	mereka.
Buku Harun Husein ini memotret pergulatan di seputar 

pemilu dan keharusan demokrasi yang diharapkan. Bukan sekadar 

demokrasi formal dan institusional. Publik menginginkan demokrasi 

yang menjamin pelaksanaan etika politik dan subtansinya. Karena 

demokrasi	 sesungguhnya	 hanyalah	 alat,	 bukan	 tujuan.	 Jika	 tujuan-
tujuan demokrasi tak bisa dicapai, maka pasti ada masalah dalam 

praktik	 demokrasi.	 Tujuan-tujuan	 demokrasi	 adalah	 terwujudnya	
masyarakat yang sejahtera dan keadilan hukum serta keadilan sosial.

Sebagai	 wartawan,	 Harun	 Husein	 bukanlah	 wartawan	 pada	
umumnya.	 Ia	 seorang	 wartawan	 yang	 sangat	 serius,	 cermat,	 detil,	
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menyukai data, dan menginginkan kesempurnaan dalam reportase 

dan tulisannya. Ketika menjadi reporter politik, ia sangat menekuni 

isu-isu seputar pemilu. Terutama ketika ia ditugaskan untuk liputan di 

seputar KPU. Hal itu kemudian berlanjut ketika dia menjadi redaktur. 

Namun	 kekuatannya	 sebagai	 seorang	 wartawan-penulis,	 Republika	
kemudian menempatkannya sebagai reporter senior. Sebuah posisi 

bergengsi di Republika. Reporter senior adalah reporter yang 

memiliki	keistimewaan	karena	diberi	keleluasaan	dalam	melakukan	
reportase. Ia tak terjebak pada rutinitas pendek yang ketat. Reporter 

senior adalah reporter yang fokus pada isu dan keahlian tertentu. 

Tak sembarang orang bisa menjadi reporter senior. Ia bukan hanya 

mensyaratkan jam terbang yang panjang, tapi yang utama adalah 

karena unsur keahlian. Melalui rubrik Teraju, reporter senior bisa 

menuangkan idenya dalam tulisan panjang yang tak bersifat harian. 

Harun	 Husein	 memanfaatkan	 kelimpahan	 kemewahan	 semacam	
itu	 dengan	 sebaik-baiknya.	 Hasilnya	 bisa	 kita	 nikmati	 lewat	 buku	
ini.	Buku	ini	awalnya	adalah	tulisan	Harun	Husein	di	rubrik	Teraju	
tersebut.

Kehadiran rubrik Teraju tersebut merupakan bagian dari 

kepedulian Republika pada keharusan sebuah pers yang bisa 

memberikan	kedalaman.	Bukan	sekadar	berita	lurus	(straight	news).	
Masyarakat makin membutuhkan informasi yang berkualitas, bukan 

sekadar	 informasi	 puncak-puncak	 peristiwa.	 Kualitas	 sebuah	 pers	
bukan terletak pada kecepatannya tapi pada kemampuan menangkap 

detil, kedalaman, dan substansi. Harun Husein sudah membuktikan 

dirinya	sebagai	wartawan	dengan	kualitas	semacam	itu.
Semoga buku Harun Husein ini menginspirasi kita agar Indonesia 

tak terus terjebak pada kebuntuan. Siapapun yang ada di titik buntu 

pada akhirnya akan menjadi busuk. Kita tak menginginkan Indonesia 

membusuk. ■
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Pengantar Penulis

 Menuju Pemilu yang Lebih Baik

A
lhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah 

SWT,	 karena	 atas	 perkenan-Nya	 lah	 karya	 kecil	 ini	 bisa	
dirampungkan	 dan	 diterbitkan.	 Shalawat	 dan	 salam	 saya	

haturkan	kepada	junjungan	kita,	Nabi	Muhammad	SAW,	keluarganya,	
sahabat-sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Buku yang ada di tangan pembaca ini pada mulanya merupakan 

tulisan-tulisan saya di rubrik Teraju Harian Umum Republika. 

Tulisan-tulisan	 tersebut	 diturunkan	 sejak	 awal	 tahun	 2011	 hingga	
triwulan	ketiga	2013,	mengikuti	pembahasan	RUU	Partai	Politik,	RUU	
Penyelenggara Pemilu, RUU Pemilu Legislatif, perjalanan tahapan 

Pemilu 2014, dan sejumlah momentum lainnya. 

Alhamdulillah,	 kelegaan	 waktu	 dan	 jumlah	 halaman	 di	 rubrik	
Teraju --yang terbit sepekan sekali dalam empat halaman-- membuat 

saya berkesempatan mengeksplorasi masalah pemilu secara lebih 

mendalam. Sehingga,  bisa menelusuri latar belakang gagasan 

dan sejarah pembentukan lembaga-lembaga pemilu, pergulatan 

penerapannya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, hingga 

trennya ke depan. 

Karena	tulisan-tulisan	tersebut	diturunkan	dalam	rentang	waktu	
yang	 cukup	 panjang,	 hampir	 tiga	 tahun,	 banyak	 peristiwa	 yang	
terjadi setelah penerbitannya. Karena itu, saat hendak dijadikan buku, 

hampir seluruh tulisan yang pernah saya buat, mengalami proses 

penulisan	 ulang	 (rewrite):	 diedit	 lagi,	 dimutakhirkan,	 diperkaya,	
dipertajam, kemudian dijalin lagi secara tematis.  
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Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang Maha Baik. 

Meski tulisan-tulisan tersebut dibuat secara terpisah, namun relatif 

bisa merekat bak sebuah keutuhan. Semoga buku ini bisa menjadi 

referensi untuk melihat pemilu di Indonesia, karena sebagian besar 

persoalan	 yang	 menjadi	 wacana	 utama	 pemilu	 di	 Indonesia,	 insya	
Allah sudah tercakup dalam buku ini. 

Meski pun berbentuk buku yang tebalnya lebih dari 700 halaman, 

dengan tabel dan grafis yang sangat banyak, bahkan di dalamnya 

saya membuat beberapa simulasi, tulisan-tulisan di buku ini tetaplah 

merupakan karya jurnalistik. Karya yang berpijak pada fakta dan 

mengutamakan fakta, sesuai adagium jurnalisme, fact is sacred. Saya 

bersyukur, karena masalah pemilu yang terbilang teknis dan pelik, 

justeru menjadi agak lentur saat dikemas dengan teknik penulisan 

dan gaya bahasa jurnalistik. 

Lewat	 buku	 ini,	 saya	 juga	 berikhtiar	 mengawetkan	 sejumlah	
wacana	 dan	 gagasan	 progresif	 dari	 berbagai	 kalangan,	 yang	
belum berhasil digolkan dalam pembahasan pembuat undang-

undang. Misalnya pemilu serentak yang sangat solutif dan perlu 

dipertimbangkan, alokasi kursi yang adil, metode penghitungan 

suara yang fair,  preliminary election untuk menominasikan caleg, 

e-voting, dan lain-lain.

Tentu, buku ini juga banyak berisi kritik terhadap berbagai 

persoalan serius dalam pemilu dan kepartaian saat ini, seperti 

pembuatan	daerah	pemilihan	(districting)	yang	dari	pemilu	ke	pemilu	
tetap amburadul, alokasi kursi yang dari pemilu ke pemilu justru kian 

menyedihkan, dana politik yang tetap saja harus disikapi dengan 

su’uzhan, fungsi partai politik yang mandeg, dan lain sebagainya.

Dan, setelah bergelut dengan berbagai persoalan pemilu, saya 

cenderung berpendapat, pemilu di Indonesia bisa dibuat lebih 

sederhana, lebih fair, tapi efisien. Antara lain dengan menerapkan 

pemilu serentak dalam format nasional-lokal, metode penghitungan 

divisor, serta mengalokasikan kursi di tingkat provinsi dan dapil 

dengan prinsip one person, one vote, one value	(OPOVOV).	
Untuk alokasi kursi, setelah melakukan simulasi-simulasi, saya 

terus	 terang	 cukup	 surprise	 mendapati	 kenyataan	 bahwa	 prinsip	
OPOVOV itu ternyata bisa diterapkan dan terbukti bisa lebih fair. 

Apalagi, presedennya pun sudah ada pada Pemilu 1955. Dan, 
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terungkap	 pula	 bahwa	 alokasi	 kursi	 di	 tingkat	 provinsi	 dan	 dapil	
selama ini, ternyata memang sarat dengan akal-akalan.

 Saya berharap, catatan-catatan di buku ini, selain menjadi sarana 

belajar bersama, juga setidaknya bisa menjadi semacam check list untuk 

perbaikan ke depan. Paling tidak, dengan menstatiskan gagasan-

gagasan tersebut dan menuliskannya secara sistematis, kita tidak 

akan menjadi cepat lupa pada agenda-agenda yang perlu dikerjakan, 

dan	tidak	selalu	mengulanginya	lagi	dari	awal.	
Selain	bersyukur	kepada	Allah	SWT,	saya	mengucapkan	terima	

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih atas 

terbitnya buku ini. Pertama, saya juga ingin menyampaikan terima 

kasih kepada kedua orangtua saya, Rukaya Zain dan Husein, atas 

doa dan kasih sayangnya. Semoga Allah merahmati serta terus 

mengalirkan anugerah kesehatan lahir dan batin kepada keduanya.

Ucapan terima kasih juga untuk istri saya, Fauzah, yang 

kesabarannya, dukungannya, membuat penulisan buku ini terasa 

lebih		mudah	dan	terasa	ringan,	sejak	awal	sampai	akhir.	Juga	kepada	
dua anak kami, Muhammad Izzat Alfatih dan Alisha Rahmania 

Maryam, yang selalu menghadirkan kehangatan dan semangat.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Mbak Titi Anggraini, 

Mas Nasihin Masha, yang di tengah kesibukannya, telah menyempat-

kan	 menuliskan	 kata	 pengantarnya	 untuk	 buku	 ini:	 Perkumpulan	
untuk	 Pemilu	 dan	 Demokrasi	 (Perludem)	 yang	 menerbitkannya;	
dan para narasumber yang selalu berbagi ilmu, harapan, maupun 

kecemasan terhadap pemilu Indonesia.

Narasumber	yang	gagasannya	banyak	‘disadap’	dalam	buku	ini,	
antara	 lain	 Mas	 Hadar	 Gumay,	 Pak	 Ramlan	 Surbakti,	 Mas	 August	
Mellaz,	 Mas	 Pipit	 Kartawidjaja,	 Mas	 Didik	 Supriyanto,	 Mbak	 Titi	
Anggraini,	 Mas	 Veri	 Junaidi,	 Mas	 Refly	 Harun,	 Mas	 Ray	 Rangkuti,	
Mas	 Arif	 Wibowo,	 Mas	 Agoes	 Poernomo,	 Mas	 Fachry	 Ali,	 Mas	 Ari	
Dwipayana,	 Mas	 Hasyim	 Asy’ari,	 dan	 lain-lain.	 Terima	 kasih	 telah	
menyediakan	banyak	waktu	untuk	mendiskusikan	masalah-masalah	
kepartaian dan kepemiluan.

Saya juga berterima kasih kepada semua rekan di Republika, 

khususnya Kang Arys Hilman, yang kepadanya saya banyak belajar 

menulis dengan standar yang lebih baik, sejak menjadi reporter Biro 

Bandung;	Mas	Kumara	Dewatasari	dan	Mas	Anif	Punto	Utomo,	yang	
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sejak	awal	menyemangati	untuk	melahirkan	kembali	tulisan-tulisan	
saya	 menjadi	 sebuah	 buku;	 rekan-rekan	 di	 tim	 Teraju,	 yang	 selalu	
menjadi	teman	diskusi	yang	mencerahkan,	dan;	Mas	Ali	Imron	yang	
me-lay-out buku sarat tabel ini dengan penuh kesabaran.

Akhirnya, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. 

Betapapun kami telah memeriksanya berulang-ulang, kesalahan 

mungkin saja masih tertinggal di dalam buku ini. Karena itu, kritik dan 

saran dari pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaannya. 

Semoga buku ini bisa menjadi sedekah kecil bagi kemajuan 

demokrasi dan demokratisasi Indonesia. Terima kasih. * ■


